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Keunggulan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

os

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan UU TPKS

Selasa, 12 April 2022,
merupakan tonggak
sejarah dalam penang-
gulangan kekerasan
seksual di Indonesia
dengan disahkannva UU
Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
ebanyak tiga kali, Ketua
Maharani meminta persetujuan
seluruh anggota DPR terhadap
RUU TPKS yang dijawab secara aklama-
si dengan jawaban "setuju”. Sontak para
aktivis perempuan yang berada di bal-
kon riuh bertepuk tangan sebagai wujud
kegembiraan disahkannya UU ini.

terlihat sesaat setelah pengesahan saat
Menteri PPPA, Ketua Panja, dan Wakil
Menteri Hukum dan HAM meninggal-
kan ruang s|d.mg, disambut para aktivis
Tuk isak tangis
kebalug:.un, dan karang,m bungl.

Dari segi substansi, UU ini memiliki
beberapa keunggulan. Pertama, UU ini
merujuk pada paradigma hukum pidana
modern yang berlaku universal. Tak lagi
berorientasi pada pembalasan tetapi pa-
da keadilan korektif, keadilan restoratif,
dan keadilan rehabilitatif. Keadilan
korektif adalah untuk menghukum pe-
laku, keadilan restoratif lebih mene-
kankan pada pemulihan korban, semen-
tara keadilan rehabilitatif ditujukan baik
kepada korban maupun pelaku.

Rumusan TPKS
Kedua, rumusan tindak pldann. Ada

HERYUNANTO

dap korban. Selain menjatuhkan pidana
penjara dan/atau denda terhadap pe-
laku, hnlu.m _]u;m wajib menetapkan be-

sembilan jenis TPKS yang dir

sarnya yang harus dibayarkan
pelaku terhadap korban. Besarnya res-
ntusi adalah berdasarkan perhitungan

Proses pembentukan di UU a quo: pelecehan seksual nonfisik,

Dari segi proses, b k uu fisik. p K kontrasepsi,
TPKS bisa jadi role “model bagaimana pcmaks;um stenhsnsl, ¥ k 1 per;
keikutsertaan publik mulai dari peren- ..n- Y K } 1
canaan dan terlebih saat 15 rbudak K 1 dan ke-

%mpa( mati suri eehmn dun tahun, UL

TPKS k di 1 alih

inisiatif Badan Legislatif (Baleg) DPR.
Pemerintah pun tak kalah gesit, Ke-

kerasan ccksu'll berbasis elektronik.
Berbagai jenis TPKS initak akan

tumpang tindih dengan berbagai ke-

jahatan scksual dl Tuar UU TPKS karena

L Perlind Saksi  dan
Korban yang sejak awal telah meélakukan
koordinasi horizontal dengan polisi dan
jillL\‘l ynnsi;ncnm)g;mi kasus tersebut.

biasa terjadi dalam TPKS karena relasi
kuasa, termasuk juga pelaku yang ber-
asal dari kalangan berada.

Pendampingan terhadap korban da-
lam setiap proses diatur secara rinci,
termasuk pula terhadap korban yang
mengalami trauma berat. Hal ini untuk
mencegah reviktimisasi terhadap
korban. Demikian juga pengaturan ter-
kait pemutusan akses atau menghapus
informasi dokumen elektronik yang ber-
muatan TPKS diatur secara jelas. Pem-
buktian dalam UU TPKS sangat
progresif dengan memasukkan barang
bukti sebagai alat bukti termasuk ke-
kuatan pembuktian dari saksi atau
korban penyandang disabilitas yang me-
miliki nilai yang sama dengan saksi atau
korban yang bukan penyandang disa-
bilitas.

Selain disampaikan di depan sidang
pengadilan dan di bawah sumpah, ke-
terangan saksi juga memiliki kekuatan
pembuktian yang sama dengan pem-
bacaan berita acara pemeriksaan saksi
yang telah diberikan di bawah sumpah
atau janji, pemeriksaan saksi melalui
perekaman elektronik dan pemeriksaan
saksi secara lang;ung jarak]auh dengan

harta pelaku bisa disita penyidik i
Jamman untuk membayar Testitusi. Pe-
dilak

ngan

pala Staf Preslden bemmasamn de- prosesp lelahdil kuk tim-

M i Perem- d dingkan berl: i keten- L 4 hakpnha.kkeugamhcnhknd
puan dan Perhndungan Anak (PPPA) tuan yang ada termasuk dengan RUU. baik. Dalam hal ini; suami/istri dan atau
sebagai leading sector, Menteri Hukum  KUHP sehi jelas terlihat perbed: anak. Bil harta kek pelaku

dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri
membentuk Gugus Tugas Percepatan
UU TPKS, segera melakukan koordinasi
dengan Panitia Kerja (Panja) UU TPKS
Baleg DPR yang dikomandani Willy
Aditya. Sepanjang 2021, lebih dari lima
kali Gugus Tugas dan Panja melakukan
konsi ing untuk ) sub-
stansi UU TPKS, tentunya denmn me-
libatkan kat sipil. Kerja }
giat ketika Presiden Joko Wldodn pada 4
Januari 2022 memberikan instruksi per-
cepatan UU a qguo.

Pembahasan dilakukan secara dina-
mis dengan diskusi konstruktif. Meski
substansi yang dibahas sangat serius,
suasana pembahasan penuh canda tawa
karena kepiawaian ketua Panja dalam
dang. Bahl terjadi hal
tak lazim. Daftar inventaris masalah
(DIM) yang bersifat tetap seharusnya
tak dibahas, tetapi karena masukan ma-
syarakat sipil, DIM yang bersifat tetap
pun dibuka pembahasan karena me-
nyangkut hal-hal yang substansial.

Hal ini ta untuk
purnakan i UU a quo,

L Tli

bestandeel delict (unsur-unsur delik) an-
tara kejahatan yang satu da.n kejahatan

tak mencukupi untuk menutup b nya

alat K

UPTD PPA

Keunggulan kelima, pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlin-
dungan Perempuan dan Anak (UPTD
PPA) sebagai pelak teknis operasio-

restitusi yang ditetapkan hakim, keku-

yang lain. Terlebih, t
unsur kepolisian dan kejaksaan yang
terlibat dalam pembentukan UU TPKS,
juga terlibat dalam pembentukan RUU
KUHP dan UU lainnya.

Selain kesembilan jenis TPKS dalam
UU a quo, Pasal 4 Ayat (2) juga me-
nyebutkan berbagai kejahatan lainnya
yang terdapat di luar UU a quo sebagai
TPKS, termasuk pemerkosaan. Dalam
doktrin hukum pidana, ketentuan yang
denuklan dlkcnal dengan |¢tllah blanco

nal pada satuan kerja yang menyeleng-

dari akan dik i oleh ne- k urusan pemer han di bidang
gara melalui dana bantuan korban pemberdayaan perempuan dan perlin-
(DBK), sel ara pelaku diganjar hu- .m.:kyang berfungsi sebagai pe-
kuman i yang tak lebihi an- ] terpadu bagi pe-
caman pidana pokok dari pasal yang rempuan dan anak yang mengalami ke-
dilanggar. DBK adalah victim diskri dan lah lain.

trust fund yang dihimpun dari para fi-
lantropi, masyarakat, individu, mnggung

UPTD PPA ini sehagal one stop crisis
L‘enler dahm me: nanggulangi TPKS.

jawab sosial per h serta

aspek pence-

lain yang sah dan tak menglkat_
Hukum acara

Hal ini

Ki lan k adalah hukum

hukum acara yang ada di UU T PKS;?::
berlaku bagi TPKS di luar UU a quo
termasuk yang terdapat dalam KUHP.
Saya ingin meluruskan pandangan
Prof Sulistyowati Irianto yang keliru
("Kekerasan Seksual Tanpa Pemerko-
saan”, Kompas, 14/4/2021) bahwa pe-
merkosaan yang ada di KUHP, hukum
acaranya tunduk pada KUHAP. Dengan
adanya blanco strafbepalingen, pemer-
kosaan yang ada dalam KUHP, hukum
acaranya duk pada UU TPKS.

memberi sinyal kepada masyarakat bah-
wa UU TPKS tak hanya memiliki ke-
kuatan secara filosofis dan yundls tetapl

Restitusi korban
Ketlm. restitusi korban. UU TPKS

Jjuga secara sosiologis. P ini

ikan kepastian restitusi terha-

acara. UU TPKS mengatur hukum acara
yvang sangat komprehensif dan detail,
mulai dari pelaporan, penyidikan, pe-
nuntutan, pemeriksaan sidang, hingga
eksekusi terhadap putusan pengadilan.
Perlindungan dan pemulihan terhadap
korban dilakukan secara simultan de-
ngan proses hukum. Bahkan untuk men-
cegah kongkalikong terhadap TPKS yang
terjadi, Pasal 23 UU a quo secara tegas
menyatakan bahwa u.rhdd.:p TPKS ti-

gahan yang melibatkan masyarakat dan
keluarga, termasuk pemantauan pelak-
sanaan penyelesaian TPKS yang dila-
Komnas Perempuan Antikeke-
rasan, Komnas HAM, Komisi Perlin-
d Anak Ind dan K
Penyandang Disabilitas  di
koordinasi Menteri PPPA.
Dengan disahkan UU TPKS diha-
rapkan selain korban mendapatkan hak-
haknya, penegakan hukum terhadap pe-
laku dapat berlangsung efektif dan efi-
sien. Selain itu diharapkan angka TPKS
dapat menurun drastis dengan berbagai

bawah

dak dapat dilakuk diluar
proses peradilan, kecuah terhadap pe-
laku anak. Banyak fakta yang di dapat,
TPKS berlalu begitu saja dengan di-
berikan ganti rugi kepada korban. Hal ini

P E termasuk
ialisasi. Keberh sistem peradil-
an pidana pada hakikatnya tidak

tergantung dari berapa banyak kasus
vang diungkap, tetapi bagaimana men-
cegah terjadinya kejahatan.
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